
l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19::>9 tentang
Pernbentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan [l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2007
Nomor 68, Tambahan Lernbaran Negara Republik
indonesia Nomor4725);

3. Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanlbahan Lembarun
Nciiara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana
telah diubah bcberapa kali, rerakhir dengan Undang­
Uadang Nomor 9 Tahun 2015 ientang Perubahan Kedua
Aras Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemertnrahen Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Ta.hun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5679);

Mengingat

R. bahwa dnlam rangka memakaimalkan pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Taw Kota dalwn memberikan dan
meningkatkan mutu pelayanan kcpada masyarakat, pcrlu
menyesuaikan dan mcnyempurnukan bcbcrapa tugas
pokok, Iungsi dan uraian tugas Dinas Tara Kota
Kota Palceibang;

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menerapkan Peraturan Walikota
Palembang tcntang Perubahan Keernpat Atas Peraturan
Walikota Palernbang Nomor <11Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah KOla
Palembang;
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4. Peraruran Pernerintah Numor 38 Tahun 2007 teutang
Pembagian Urusan Pcrncrintah Pemcrintah Pusat,
Pcmcrintah Dacrah Prcvinsi, dan Pernerinrah Daerah
Kabupatcu/Kota [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraiuran Pcmcrintah Nomor 41 Tahun 2007 teritang
Organisasi Perangkat Daerah [Lernbaran Negaro Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran
Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2008 teruang Urusan
Pernerintahan KOla Palembang [Lembaran Dnerah Kom
Palembang Tahun2008Nomor6);

7. Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2008 temang
Pcmbcntukan Busunen Organisasl dan Tala Kerja Dinas
Daerah Kota PaJembang (Lcmbaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagairnuna telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan Daerah
Kota Palernbang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Alas Pcraturan Oaerob KOla Palembang Nom.or 9
Tahun 2008 renrang Pembentukan, Suaunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lcmbaran
Daerah Tahun 2012 Norncr 12);

8. Peraruran Daerah KOla Palernbang Nomor i5 Tahun ?O12
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota PaJcmbang Tahun 2012-2032 [Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2012 Nornor 15);

9. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Dacrah
Kota Palcmbarig (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2009 Nomor 41) sebagairnana teluh diu bah
beberapa k.ali tcrakhir dengan Peraturan Walikota
Palernbag Nomor 6 Tahun 2013 teruang Pcrubahan Keliga
Atas Pcraturan Walikora Palembang Nomor 41
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
1'ugas Dinas Daerah KOla Palembang (Berita Daerah Kota
Palernbang Tahun 2013 Nornor 6).

MEMUTUSKAN:

P!i:RATURAN WALIKQTJ\ 1'ENTANG PERUBAl-lAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANO NOMOR 41
TAHUN 2009 TENTANG TUOAS POKOK, FUNGSl DAN URAJAN
TUGAS DINAS OAERAH K01'A PALF;MDANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalurn Pcraturan Walikol.a PaJembang
Nornor 41 Tahun 200Y tentang Tugas Pokok, F'urigsi dan
Uraian Tugas Dinas Daerah Kota Palcmbang (Bcrita Daerah
Kota Palembang Tahun 2009 Nornor 41 yang relah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Walikola Paiembang:

1. Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pcrubahan Alas Peraturan
W~1iko[aPrucmhangNomoT41 Tahun 2009 tentana Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah KOla
Palembang;

Meneiapkan



amudan

(3) Berdasarker» tugas pokok dan rungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (L) dan ayat (2). uraian tugas Kepala
Bidang Pcnataan Ruang adalah sebagai berikut:
a. mcnyusun rcncana program kerja dan kegiatan

penaiaun ruang;
b. membagi rugas dan mernberikan petunjuk kepada

Seksi-Scksi yang dibawahinya sesuai dcngan uigas
pokok dan Iungsi;

c. mernpclajari dan meniodaklanjuLi petunjuk yang
dibcrikan olch KopalaDinas;

d. membina, rnernotivasi dan mclakukan pcngawasan
rnelckat terhadap para Kcpala Seksi dan Slar yang
dibawahinya;

c. meugoreksi dan memeriruahkan perbaikan konsep rata
naskah dinas yang diajukan oleh Kepala Seksi yang
dibawahmya;

f. mcmaraf atau menandatanga.n.i naskah dinas sesuai
dengan keweriangan;

g. mclaksanakan penyustman reVISI
evaluasi rencana teknis ruang kota;

(2) UnLuk mclaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada
ayat (I), Bidang Penataan Ruang mernpunyai lungsi:
a. penyusunan rencana program dan petunjuk rcknis

dibidang penataan ruang;
b. pelaksanaan program dan perunjuk teknis di bidang

pcnatesn ruang:
c. pengawasan, pcmbinaau dan pengcndalian dibidang

penataan ruang;
d. pclaksanean monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rugas;
e. pelaksanaan kcordinesi dan kerjasama dcngan

lcmbagaj instansi lain dibidang penataan ruang;dan
f. pelaksariaan rugas-tugas lain yang dlbcriksn oLeh

Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Iungsinya,

Pasal218

(1) Bidang PenaLaan Ruang mcmpunyai IUgsS pokok
melaksanakan scbagian rugas dinas dibidang penataan
ruang Kota meliputi proses dan prosedur pcrcncanaan tata
ruang, pernanfuatan ruang dan revisi perencanuun kola.

2. Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahnn Kedua Alas
Pcraturan Walikota Palernbang Nomor 41 Tahun 2009
tcmang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Daerah;dan

3. Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kcliga alas
Pcraruran Walikota Kota Palembang Nomor 41 Tahun 2009
tentang Tugas Pokok, Fungs! dan Uraian Tugas Dinas
Daerah.
diubah sebagai bcrikut:

1. Ketentuan Pasal 21R ayat (I) dan ayaL (3) huruf g diubah,
sehingga Pasal 218 berbunyi sebagai bcrikut:



(2) Uruuk rrrelaksanakan lugi;tssebagaiuiana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Penerapan
Sernpadan, mernpunyaifungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rcncana program dan pctunjuk teknis

kegiatan bidang pengukuran, pemetaan dan
perrerapan sempadan;

b. pelaksanaan program dan pctunjuk teknis kegiatan
dibidang pengukuran, pcmeraan dan pencrapan
sernpadan;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian .dibidang
pengukuran, pemetaan dan penerapan sernpadan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rugas;

c. pelaksanaan k~o[dinasi dan. kerjasama dengan
lembaga/instansi lain dibidang pengukuran, pernetaan
dan penerapan sempadan.dan.

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pengukuran, Pemetaan dan Penerapan Sempadan,
mernpunyai tuges pokok melaksanakan tugas dinas
meliputi perumusan kebijakan teknis pengukuran,
pemetaan dan penerapan sempadan.

Pa~al 222

diubah, schingga2. Ketenruan Pasal 222 ayar (3) huruf
Pasal 222 herbunyi sebagai berikut:

h. rneneliti rencana kota pada peta situasi bcrdasarkan
hasil pengukuran;

L meneliti penerapan. peruntukan rencana kota pada
peta situasi berdasarkari rencana kota seternpat;

j. mcneliti pernbuatan rcncana tapak (site plan) suatu
kawasan;

k. melaksanakan proses peninjauan kembali, rencana kota
suatn kawasan; '.

l. memeriksa besaran biaya penggunaan lahan dengan
luas 5000 M2atau lebih:

m. mclakukau koordinasi dengau dengan unit kerja terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas:

n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
dibidang penataan ruang;

o, menilai prestasi kerja .staf berdasarkan hasil kcrja yang
telah dicapai sebagai bahan peningkatan kru:ir;

p. membertkan saran dan pertimbangan kcpada Kopala
Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasnya.

q. rncnyusun dan mcnyampaikan laporan pctaksanaan
tugas.dan

r. rnelaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikarr oleh Kepala Dinas.



(3'1 Berdasarkan tugas pokok dan fungsi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan. ayat (2). uraian tugas Kcpala
Bidang Pcngukuran, Pernetaan dan Penerapan Sempadan
adalah scbagai berikut:

a. menyusun rencana program kcrja dan kegiatan
pengukuran, pernetaan dan penerapan sempadan:

b. mcmbagi tugas dan memberikan petuniuk kepada
Seksi-Seksi yang dibawahinya sesuai .dengan rugas
pokok dan Iungsi;

c. rnempelajari dan rnenindaklanjuti petunjuk yang
diberikan oleh Kepala Dinas;

d. membina, mcmotivasr dan melakukan pengawasan
rnelekat terhadap para Kepala Seksi dan staf yang
dlbawahinya; .

e. mengoreksi dan mernerintahkan perbaikan konsep tata
naskah dinas sesuaidengan kewenangannya;

f. rnemaraf atau mcnandatangani naskah dinas sesual
dengan kewenangarmya;

g. menyusun petunjuk teknis dan bahan kebijakan
pengukuran, pcmctaan dan penerapansernpadan;

h. rnenyelenggarakan pengukuran rerhadap lokasi yang
dimohonkan, kcterangan rencana kota baik yang baru
ataupun revisi peta;

i. melaksanakan pemetaan baik sccara
konvensional rnaupun non konvensional;

j. rnenyelenggarakan penerapan sempadan baik poaisl
horizontal maupun vertikal;

k. rnelakukan koordinasi dcngan unit kClja tcrkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

1. rnenyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
dibidang pcngukuran, pemetaan dan penerapan
sempadan:

01. rnenilai prestasi kerja kerja star bcrdasarkan basil kerja
yang Lelahdicapai sebagai bahan peningkatan karir;

11. memberikan saran dan pcrtimbangan kepada Kepala
DiDOS tentang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang rugasnya;

o. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas;d.an

p. rnelaksanakan tugas-rugas kedinaeaan lainnya yang
diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasnl ~Q3 ayat (3) huruf r -diubah, schingga
Pasal 223 berbunyi sebagai berikut:

RasaJ223

(1) Seksi Pengukuran rnempunyai tugas pokok mclaksanakan
sebagian rugas bidang pengukuran, pernetaan dan
penerapan sernpadan meliputi pengukuran terhadap
rencana kota, melaksanakan pcngukuran permohonan
keterangan rencana kota, baik perorangan maupun
instansi pernerintah dan swasta rnaupun naslonal.

(2) Untuk melaksanakan tugas .sebagaimana dimaksrid
pada aya.t (1). Seksi Pcn.gukumn mempunyai fungsi:
a. perryusunan rencana program clan petunjuk teknis

kcgiatan dibidang revisi pengukuran;



p. pelaksanaan program dan petunjuk tekuis kegiatan
dibidang pengukuran:

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang
pengukuran;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;

e: pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
Iembaga/Instansi lain dibidang pengukuran.dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan rugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan rugas pokok dan Iungsi sebagairnana
dimaksud pada syat (1) dan ayat (2), uraian Iugas K"'PaJa
Scksi Pengukuran adalah sebagai berikut;
a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan

pengukuran dan memantau pelaksariaan;
b. rnembagi tugas dan memberikan peiunjuk kepada star

sesuai denganm~as pokokdan fungsi;
c, mempelajari dan menindaklanjuti petunjuk yang

diberikan oleh Kepala Bidang;
d. membina, rnemotlvasi dan mclakukan pengawasan

melekat rerhadap star yang dibawahinya;
1:. mernaraf atau rnenandatangani naskah dinas -seauai

dengan kcweuangannya: ..
f. melaksanakan pengukuran persil atau kawasan

untuk keperluan keterangan rencana kota dan .lzin
Mendirikan Bangunan;

g. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mcnyelenggarakan monitoring dan cvaluasi
kegiaran dibidang pengukuran;

i. menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang
Lelah dicapai sebagai bah an peningkatan karir;

J. memberikan saran dan pertirribangan kepada Kopala
Bidang tcntang langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan bidang tugasuya;

k, rnenyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas.dan

I. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan olch Kepala Bidang.

4. Kctcnruan Pasal 224 ayat (1)-dan ayat (3) huruf r diubah,
schingga Paaal 22'l berbunyi sebagai berikut;

Pasal224

(1) Scksi pemetaan rnempunyai tugas pokok rnelaksanakan
sebagian tugas bidang Pcilgukuran, p<::mctaall d~n
penerapan .sernpadan yang meliputi pemeraan ~aru baik
dengan caea konvensiorial maupun non konvenslonal dan
revisi peta sesuai perkemhangan pembangunan.

('2) Unruk melaksanakan tugas sebagsimana dirnaksud pada
ayat (1). Seksi Pemctaan mernpunyai fungsi:

a-. peny.1.tsunanrencana program dan pctunju.k kegiatan
dibidang pemetaan;



Diundang)can di Palembang
pada tanggal 1 ~Ii' 2015SVD;1~rOAERAH KOTA PALEMllANO,

!;JARNOJOYO

Peratumn Walikora ini mulai berlaku pacta tnnggru cliundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratnran Waliknta ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota PaJembang

Pasalll

b. membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada sLaf
scsuai deogan tugas pokok clan fungsi;

c. mempelajari dan menindaklanjuti pctunjuk yang
ctiberikan oleh Kepala Bidang;

d. membina, memotivasi dan melakukan pengawasan
melekat terhadap staf yang clibawahinya;

e. memaraf atau menandatangani naskah dinas sesuai
dengan kewenangannya;

f. melaksanakan pengawasan terhadap bangunan dan
reklame sesudah penerbitan izin mendirikan bangunan
dan rekomendasi reklame;

g. mclakukao penelitian dan tindaklanjut
pemeriksaan terhadap pengaduan dan sanggahan;

h. melakukan koon:linasi dengan unit kcrja lain
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi
kegiatan dibidang pengawasan:

j. 'mernlai prestasi kerja star bcrdasarkan basil kerja
yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir,

k. memberikan saran dan pcrtibangan kepada Kepaia
Bidang tentang Iangkah-langkah yang perlu d.irunbil
sesuai dengan bidang tugasnya;

l. menyusun dan menyampaikan Iaporan pelaksanaan
tugas;dan

m. melaksanak.an tugas - tugas kedinasan 1ainnya
yang dibcrikan oleh Kopala Bidang.


